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Pembalakan liar (illegal logging) adalah operasi atau kegiatan kehutanan
yang belum mendapat ijin dan yang merusak. Istilah lain dari pembalakan
liar adalah penebangan liar yang menggambarkan semua praktek atau
kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan, dan
perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia,
penebangan liar dibagi menjadi 2 yaitu: Pertama, yang dilakukan oleh
operator yang sah yang melanggar ketentuan dalam perizinan yang
dimiliknya, Kedua, melibatkan pencurian kayu oleh orang yang sama
sekali tidak memiliki izin.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan memberikan data-data seteliti
mungkin agar disusun kemudian menganalisis fenomena yang diteliti dan
dan melakukan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan
melihat Peraturan Perundang-Undangan, bahan-bahan kepustakaan dan
wawancara. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian
lapangan.

Pada dasarnya kejahatan pembalakan liar, cukup erat kaitannya dengan
unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHPidana. Dalam UU PPPH
Perbuatan yang dilarang yang dikategorikan sebagai perbuatan perbuatan
perusakan hutan terdapat dalam rumusan Pasal 12, 14, 15, 17, 19 - 28
UU No 13 tahun 2013. Untuk ketentuan pidananya terdapat pada Pasal 82
- Pasal 104 dan Pasal 106 UU No. 18 tahun 2013 PPPH. Mekanisme
penegakan hukum terhadap kasus pembalakan liar adalah Penyidikan
dilaksanakan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil maupun kepolisian,
selanjutnya dilakukan pemeriksaan pemberkasan, dimulai dari saksi,
barang bukti, ahli, dan tersangka, Setelah ditemukan minimal dua (2) alat
bukti selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan, kemudian Jaksa melakukan
penelitian berkas untuk mengetahui sampai sejauh mana hasil penyidikan
oleh Penyidik dan yang terakhir menyelesaikan kasus dengan melakukan
penuntutan di depan pengadilan.

Teori-teori yang terkandung dalam teori obyektif memberikan justifikasi
untuk perlindungan komunitas atau pencegahan kejahatan. Pelaku tindak
pidana tidak akan mengulangi perbuatannya, jika pencegahan terjadinya
tindak pidana dilakukan dengan memasukkan ancaman pidana termasuk
batasan minimal dan maksimal bagi pelaku dengan pidana penjara dan /
atau denda. Dalam menyelesaikan suatu kasus Kejaksaan Negeri Langkat
mengalami beberapa hambatan seperti sifat kejaksaan yang pasif dan
wewenang yang terbatas dalam melakukan suatu penyidikan.
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